BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

-

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan-g
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Menetapkan

Nomor 73, Tambahan Lembaran

Nomor 6041);

Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran
Daerah Tahun Anggaran 2024
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Pendapatan dan Belanja
(Berita Negara Republik

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur

Bupati adalah Bupati Sumba Timur

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Sumba Timur.

Pasal 2

Belanja Daerah Kabupaten

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar

Rp.1.392.490.674.146,- berkurang sebesar Rp. 113.637.386.659,- sehingga menjadi
Rp. 1.278.853.287.487,- dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah
a. Semula Rp.117.336.650.311,-
b. Berkurang Rp.  (427.237.089),-

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.

Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.392.490.674.146,-
b. Berkurang Rp. (113.637.386.659),-
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan -9,

116.909.413.222,-

; 1.278.853.287.487,-
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1) Semula Rp. 71.611.678.917,-
2) Berkurang Rp. (667.195.666)-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 70.944.483.251,-
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 70.944.483.251,-
0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

1. Lampiran 1. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang diklasifikasi Menurut

. Lampiran II.

3. Lampiran IIL

4. Lampiran IV.

o

e

Lampiran V.

Lampiran VI.

LampiranVII.

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. LampiranVIIl.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Ncgara.-f—
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Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati Sumba Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.’%‘ o 7
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Diundangkan di Waingapu

pada tanggal, 10 orroeer. 2015
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} UMBA TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3§
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